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BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas menurut Penulis bahwa P.T Epson Batam sebagai salah satu

pelaku industri elektronik telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah

wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Hal ini dapat dilihat dari sistem

pengelolaan limbah yang dilakukan oleh P.T Epson yaitu mengumpulkan limbah B3 berdasarkan

kompabilitas masing-masing limbah.Seluruh limbah tersebut kemudian ditempatkan di gudang

penampungan. Setiap 6 (enam) bulan sekali limbah tersebut dikirim ke PPLI melalui transporter

limbah yang telah memiliki lisensi dari Bapedal. Penyimpanan dan pengelolaan limbah industri

dalam kategori bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh P.T Epson Batam tersebut

telah dilakukan sesuai prosedur yakni tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu

maksimal 90 hari. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa P.T Epson Batam telah berpartisipasi

aktif tidak hanya dalam hal rangka pembangunan ekonomi secara khusus maupun umum, tetapi

juga telah berperan aktif dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, sehingga kegiatan

produksi yang berlangsung selaras dengan tujuan nasional Bangsa Indonesia.
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